BAB VIIi

SINKRONISASI RKPD DENGAN RKP 2007

Sesuai dengan Renstrada 2002-2007, periode 2005-2007 adalah tahap
pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk mendukung stabilitas
pembangunan nasional serta peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi
hukum, peningkatan ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik. Oleh
karena itu, fokus pembangunan pada tahun 2007 merupakan kelanjutan dari
program pemantapan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan
2006.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun
2007 secara umum masih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban
kota sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, serta peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka

disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 disusun
mengacu pada 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2007 serta
Renstrada 2002 — 2007. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional
tahun 2007 dengan Renstrada adalah pada pokok kebijakan pembangunan
Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar VIII.1.
Keterkaitan ini penting mengingat pembangunan daerah tidak boleh terlepas
dari koridor pembangunan nasional, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan
dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2007 sejalan dengan

pembangunan nasional tahun 2007.
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Gambar VIII.1 Hubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2007 dan Pokok Kebijakan Pembangunan
Renstrada Tahun 2002-2007

PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHLUIN 2007

1. Penanggulangan kemiskinan

POKOK KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
RENSTRADA 2002 - 2007

Menegakkan supremasi hukum, kepastian
hukum dan budaya hukum

2. Peningkatan kesempatan kerja,
investasi dan ekspor

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
kualitas aparatur daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelayanan publik yang lebih berkualitas,
profesional, transparan dan akuntabel

3. Revitalisasi pertanian, perikanan,
kehutanan dan pedesaan

Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset
dan usaha daerah dalam rangka peningkatan
kemandirian daerah

Mempercepat pemulihan ekonomi daerah
melalui perbaikan infrastruktur dan akses
sumber daya ekonomi dalam rangka
mengurangi pengangguran dan kemiskinan

4. Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan

A 4

Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi
melalui penguatan jaringan produksi dan
distribusi, peningkatan peranserta usaha
mikro, UKM dan koperasi, penggunaan
teknologi ramah lingkungan dan peningkatan
daya saing produk

5. Penegakan hukum dan HAM,
pemberantasan korupsi, dan
reformasi birokrasi

Meningkatkan kemampuan penyediaan
layanan pendidikan dan kesehatan dalam
rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan
pendidikan dan pemerataan layanan
kesehatan.

6. Penguatan kemampuan pertahanan,
pemantapan keamanan dan

ketertiban serta penyelesaian konflik.

A 4

Meningkatkan pengendalian penduduk dan
sumber daya tenaga kerja dalam rangka
peningkatan kualitas penduduk, perluasan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan
peningkatan produktivitas masyarakat.

7. Mitigasi dan penanggulangan
bencana

Memperkuat dan memperluas jaringan
kerjasama antar lembaga kemasyarakatan
dan tokoh masyarakat dalam rangka
mengurangi konflik sosial dan tawuran massa.

A 4

Meningkatkan infrastruktur sosial dalam
rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan
narkoba dan tawuran pelajar.

8. Percepatan pembangunan
infrastruktur

Meningkatkan pengelolaan SDA dan LH
melalui perluasan RTH, pengendalian
produksi, pengendalian konsumsi dan
pengendalian aktifitas yang kurang ramah
lingkungan

9. Pembangunan daerah perbatasan
dan wilayah terisolir

Meningkatkan pembangunan sarana dan
prasarana kota dalam rangka peningkatan
pelayanan dan daya dukung kota.
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Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 selanjutnya
dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas sektor pembangunan. Adapun
program prioritas sektor tersebut yang berkorelasi dengan Prioritas

Pembangunan Nasional tahun 2007 sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengurangi beban (pengeluaran)
masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan melalui penyediaan
prasarana dan sarana dasar secara bertahap. Fokus dari prioritas di atas
adalah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin atas penyediaan
pelayanan dasar dan pemberdayaan usaha mikro.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PPMK).

2. Peningkatan Kesempatan Kerja , Investasi dan Ekspor

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatnya interaksi keterkaitan kegiatan
ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan ekspor produk unggulan. Fokus
dari prioritas tersebut adalah pada peningkatan produktifitas dan akses UKM
kepada sumber daya produktif, penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih
luas, serta perbaikan iklim investasi dan berusaha.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain: peningkatan keterampilan angkatan kerja melalui
pelatihan keterampilan di BLK, penyederhanaan prosedur investasi, promosi
peluang iinvestasi ke negara-negara investor (Eropa dan Timur Tengah),
Jakarta Mikro Finance, pembinaan pengusaha produk unggulan potensi
ekspor (produk kerajinan), pembinaan dan pemberdayaan usaha kaki lima

resmi.

3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesaan
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan fungsi paru-paru kota

sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kualitas kehidupan warga
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DKI Jakarta. Fokus dari prioritas tersebut adalah revitalisasi hutan kota dan
peningkatan ruang interaksi publik.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain: program penghijauan dan penataan taman Kkota,
program peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Program
pembangunan Fishing Port, Program Terminal Agrobisnis Terpadu dengan
Botabek, Penataan distribusi 9 bahan pokok dari sentra produksi ke wilayah

Provinsi DKI Jakarta.

. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatan upaya percepatan pembangunan
prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan
manajemen sekolah, serta layanan kesehatan dasar dan kesehatan
lingkungan. Fokus dari prioritas tersebut adalah percepatan pemerataan,
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar 9 tahun terutama
bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas guru, pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular, serta penanggulangan gizi kurang dan
gizi buruk bagi bayi, anak balita dan ibu hamil.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain: program pendidikan dasar gratis 9 tahun, program
beasiswa bagi siswa miskin, pelaksanaan uji kompetensi guru,
pengembangan rumah sakit umum daerah, puskesmas dan revitalisasi
posyandu, serta program jaminan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin
( JPK-Gakin)

. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatkan kualitas sumber daya aparatur
negara yang profesional dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan
publik serta peningkatan law enforcement sebagai penunjang pelaksanaan
perundangan dan Kkebijakan. Fokus dari prioritas tersebut adalah
melanjutkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas

tersebut antara lain: penyelenggaraan Pilkada tahun 2007 secara
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demokratis, lancar dan aman, penguatan kualitas pelayanan di Kecamatan
dan Kelurahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan
penyusunan regulasi tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan

daerah.

. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan
ketertiban serta penyelesaian konflik.

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah menjaga keamanan dan ketertiban pada lokasi
rawan konflik terutama menjelang Pilkada serta peningkatan kualitas sarana
dan prasarana ketertiban lingkungan. Fokus dari prioritas tersebut adalah
peningkatan kulaitas keamanan menjelang Pilkada, pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penyelesaian dan pencegahan
konflik antar warga, serta penanggulangan dan pencegahan segala bentuk
kejahatan.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain: peningkatan sarana prasarana keamanan menjelang
Pilkada, dialog interaktif mengenai pelaksanaan Pilkada, serta penyuluhan

bahaya narkoba.

. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah menurunkan resiko terjadinya bencana dan
meningkatkan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi
bencana. Fokus dari prioritas tersebut adalah sosialisasi persuasif mitigasi
bencana, peningkatan waspada bencana masyarakat dan pemerintah, serta
peningkatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi
serta menanggulangi bencana.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain:  pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi
sungai, situ dan waduk, Program Pekan Sadar Bencana (Disaster Week),
pengembangan Crisis Centre, serta pengembangan kapasitas Satuan

Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Bencana.
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8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta adalah mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dan
kemampuan penyediaan infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas. Fokus
dari prioritas tersebut adalah rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur,
peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka mendukung daya saing
sektor riil, serta peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan

infrastruktur.

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas
tersebut antara lain: mengembangkan Pola Transportasi Makro (PTM)
meliputi pembangunan Busway, Monorail, Subway, pengembangan jaringan

jalan, dan pembangunan flyover/underpass dan loop line.
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